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BERKURANGNYA LUAS TANAH DIAKIBATKAN OLEH 
HAL-HAL DI LUAR KEHENDAK PEMEGANG HAK

Oleh:
I Made Aryawan Saddewa1

Abstract
This journal shall be entitled as “The Depreciation of the Land Area by Matters 
Beyond the Will of the Holder of Property Rights”. Land is a non-renewable 
natural resource, so that the ownership of a plot of land in Indonesia becomes 
every society’s desire. The magnitude of the desire to own a plot of land should 
be followed by the rule of law that protects the holders of the land rights as 
aspired in Law No. 5 of 1960. The legal issues, which is also the purpose of this 
journal shall be about the legal consequences caused to the rights of the land 
that has been depreciated data due to things beyond the will of the holder (such 
as natural influences) and the legal steps that can be done between the parties 
(the holders of the property rights and government) in enforcing the principle 
of legal certainty and to discover the strongest owner of the property rights 
within the scope of this research. This journal’s preparation is done by legal 
research, and the approach method being used in this journal shall be used 
is the combination of the statute approach and the conceptual approach. The 
author’s conclusion is that the depreciation data of the land area of   this property 
may result in the eradication of ownership rights to the land as regulated in 
Article 27 of the Law No. 5 of 1960, as there is no explanation regarding the 
scope of the destruction of the land in that article. Legal steps that can be done 
to enforce the legal certainty and to verify the strongest and the most fulfilled 
party of the property rights is through the deliberation and procurement of land 
as compensation from the land dispute. 

Keywords: Depreciation, Surface of the Property, Ownership, Legal   
       Consequence.

Abstrak
Jurnal �n� mengamb�l judul “Berkurangnya Luas Tanah D�ak�batkan Oleh Hal-
Hal D� Luar Kehendak Pemegang Hak”. Tanah merupakan suatu sumber daya 
alam yang t�dak dapat d�perbaharu�. Seh�ngga kepem�l�kan atas seb�dang tanah 
d� Indones�a menjad� ke�ng�nan set�ap masyarakat. Besarnya ke�ng�nan mem�l�k� 
seb�dang tanah �n� harus d��kut� pula dengan aturan hukum yang mel�ndung� 
para pemegang hak atas tanah tersebut sebaga�mana yang d�c�ta-c�takan dalam 
Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok 
Agrar�a (UUPA). Makalah �n� mengangkat permasalahan yang juga menjad� 
tujuan penul�san ya�tu tentang ak�bat hukum yang d�t�mbulkan terhadap hak 
atas tanah yang mengalam� Perubahan Data F�s�k tanahnya ak�bat hal-hal d� 
luar kehendak sepert� pengaruh alam, dan terka�t langkah hukum yang dapat 
1 Program Stud� Mag�ster Kenotar�atan, Fakultas Hukum Un�vers�tas A�rlangga, ema�l: made.
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d�lakukan antara para p�hak (pemegang hak atas tanah dan pemer�ntah) dalam 
hal mewujudkan asas kepast�an hukum dan s�fat hak m�l�k atas tanah yang terkuat 
dan terpenuh dalam l�ngkup penel�t�an �n�. Penyusunan jurnal �n� d�lakukan 
dengan t�pe penel�t�an hukum ya�tu jen�s penel�t�an normat�f, dan metode 
pendekatan yang d�gunakan �alah pendekatan peraturan perundang-undangan 
(statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). H�ngga 
tercapa�nya suatu kes�mpulan bahwa dengan adanya Perubahan Data F�s�k 
tanah hak m�l�k �n� dapat mengak�batkan hapusnya hak m�l�k atas tanah tersebut 
sebaga�mana d�atur dalam pasal 27 UUPA, karena belum adanya penjelasan 
terka�t batasan l�ngkup dar� musnahnya tanah dalam pasal tersebut. Langkah 
hukum yang dapat d�lakukan untuk mewujudkan kepast�an hukum dan bukt� 
s�fat terkuat dan terpenuh pada hak m�l�k �alah melalu� langkah musyawarah dan 
pengadaan tanah sebaga� gant� kerug�an dar� tanah tersebut. 

Kata Kunc� :  Berkurang, Luas Tanah, Hak Milik, Akibat Hukum. 

I.   PENDAHULUAN
Indones�a ser�ng d�sebut sebaga� 

Negara Agrar�s. Hal �n� d�karenakan 
Indones�a merupakan negara kepulauan 
yang mem�l�k� kontur tanah yang 
ba�k untuk keg�atan pertan�an bag� 
masyarakatnya. Se�r�ng berjalannya 
waktu, telah banyak perkembangan 
yang terjad� d� neger� terc�nta �n�. 
perkembangan yang d�mula� dar� 
b�dang pertahanan dan keamanan 
h�ngga b�dang perekonom�an, sos�al 
dan budaya. Hal �n� d��kut� dengan 
perkembangan pemahaman masyarakat 
tentang pent�ngnya ber�nvestas�. 

Tanah merupakan salah satu objek 
�nvestas� terba�k, hal �n� d�karenakan 
jumlah tanah yang ada t�dak akan 
b�sa d�perbaharu� atau d�tambahkan 
jumlahnya, tetap� jumlah manus�a/
penduduk past� akan berkembang dan 
bertambah jumlahnya. Maka dar� �tu, 
jumlah penduduk dan jumlah tanah 
yang tersed�a akan berband�ng terbal�k. 
Hal �n� mengak�batkan masyarakat 
Indones�a sangat menjaga tanah yang 

d�m�l�k�nya. Salah satunya dengan cara 
mendaftarkan tanah m�l�knya dengan 
harapan mendapatkan kepast�an 
hukum atas hak atas tanahnya.

Perkembangan yang terjad� d� 
Neger� �n� sepert�nya mas�h belum 
d��kut� dengan perkembangan 
hukum atau peraturan perundang-
undangannya agar dapat mengatur dan 
mel�ndung� segala perbuatan hukum 
d� masyarakat. Sepert� halnya dengan 
seb�dang tanah seluas 1000 m2  yang 
terletak d� Jalan Dahl�a, Banjar Tuka, 
Desa Dalung, Kabupaten Badung, 
Prov�ns� Bal�. Tanah �n� merupakan 
tanah dengan status hak m�l�k yang 
terletak dengan salah satu s�s�nya 
berbatasan dengan sunga�. Dalam hal 
�n� deb�t a�r sunga� yang men�ngkat 
menyebabkan tergerusnya daratan yang 
mas�h termasuk dalam jarak sempadan 
sunga� sebelumnya h�ngga mengena� 
sebag�an luas tanah hak m�l�k salah 
satu masyarakat desa tersebut. 

Dalam penel�t�an �n� penul�s 
menggunakan bahan hukum berupa 
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peraturan perundang-undangan dan 
l�teratur hukum yang berka�tan dengan 
permasalahan yang d�bahas. Penul�s 
juga menyadar� bahwa penel�t�an �n� 
mem�l�k� beberapa kem�r�pan dengan 
penel�t�an la�nnya tetap� penul�san 
�n� tentu mem�l�k� perbedaan dalam 
hal pembahasan pada penel�t�an �n�. 
Adapun penel�t�an la�n yang terka�t 
dengan Perubahan Berkurang Luas 
Tanah/Perbedaan Data F�s�k Tanah 
antara la�n:
1.  Judul Penel�t�an : Penggunaan 

Kuasa Menjual D� Dalam 
Peral�han Hak M�l�k Atas Tanah 
Melalu� Jual-Bel�. Dengan 
tujuan penel�t�an ya�tu untuk 
member�kan gambaran tentang 
sahnya peral�han hak m�l�k atas 
tanah melalu� jual-bel�, secara 
khusus untuk menelaah apakah 
penggunaan kuasa mutlak d� 
dalam peral�han hak m�l�k atas 
tanah melalu� jual-bel� adalah 
legal/sah secara hukum atau 
sebal�knya.2

2.  Kekuatan Meng�kat Perjanj�an 
Nominee Dalam Penguasaan 
Hak M�l�k Atas Tanah. Dengan 
tujuan penel�t�an ya�tu untuk 
mengetahu� dan memaham� 
kekuatan meng�kat dar� 
perjanj�an nominee terhadap 
penguasaan hak m�l�k atas tanah 

2  Adnyana, Penggunaan Kuasa Menjual D�dalam 
Peral�han Hak M�l�k Atas  Tanah Melalu� 
Jual-Bel�, Jurnal Mag�ster Hukum Udayana 
(Udayana Master Law Journal), Vol.4, No.1, 
Ed�s� Me� 2015, https://ojs.unud.ac.�d/�ndex.
php/jmhu/art�cle/v�ew/13050, d�akses tanggal 
12 Oktober 2017.

oleh warga negara as�ng.3 
3.  Pengaturan Prosedur Pembatalan 

Set�p�kat Hak Atas Tanah Yang 
Merupakan Barang M�l�k Negara. 
Dengan tujuan penel�t�an ya�tu 
untuk mengkaj� secara teor�t�s 
tentang pembatalan sert�p�kat 
hak atas tanah yang termasuk 
barang m�l�k negara, dan juga 
bertujuan untuk menemukan 
dan mengkaj� peraturan-
peraturan yang berka�tan dengan 
pembatalan sert�p�kat hak atas 
tanah yang berka�tan dengan 
barang m�l�k negara.4

Adapun tujuan dar� penel�t�an 
yang d�lakukan penul�s �n� �alah untuk 
mengetahu� dan menganal�s�s terka�t 
kekuatan dan asas kepast�an hukum 
hak atas tanah khususnya hak m�l�k 
pada tanah dalam hal mengalam� 
permasalahan sepert� berkurangnya 
luas tanahnya/perubahan data f�s�knya 
yang d�ak�batkan oleh hal-hal d�luar 
kehendak pemegang hak atas tanahnya, 
dan juga untuk member�kan wawasan 
serta sudut pandang baru dalam hal 
b�dang pertanahan khususnya hak 

3 I Wayan Werasmana Sancaya, Kekuatan 
Meng�kat Perjanj�an Nom�nee Dalam 
Penguasaan Hak M�l�k Atas Tanah, Jurnal 
Mag�ster Hukum Udayana (Udayana Master 
Law Journal), Vol.2 No.3 Ed�s� November 
2013, https://ojs.unud.ac.�d/�ndex.php/jmhu/
art�cle/v�ew/7364, d�akses tanggal 12 Oktober 
2017.

4 Anak Agung Istr� D�ah Mahadew�, Pengaturan 
Prosedur Pembatalan Sert�p�kat Hak Atas Ta-
nah Yang Merupakan Barang M�l�k Negara, 
Jurnal Mag�ster Hukum Udayana (Udayana 
Master Law Journal), Vol.2 No.3 Ed�s� No-
vember 2013, https://ojs.unud.ac.�d/�ndex.
php/jmhu/art�cle/v�ew/7285, d�akses tanggal 
12 Oktober 2017.
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m�l�k atas tanah, agar mampu menjad� 
wawasan bersama d� kalangan 
akadem�s� maupun prakt�s� ke depannya 
dalam menghadap� permasalahan yang 
serupa terka�t pertanahan �n�.

II.   METODE PENELITIAN
T�pe penel�t�an yang d�gunakan 

dalam menyusun jurnal �n� adalah t�pe 
Penel�t�an Hukum karena penel�t�an �n� 
d�lakukan berdasarkan aturan-aturan 
hukum yang d� telaah guna menemukan 
solus� dar� permasalahan �su hukum 
yang d�hadap� dalam penel�t�an hukum 
�n�. D� s�n�lah d�butuhkan kemampuan 
untuk meng�dent�f�kas� masalah 
hukum, melakukan penalaran hukum, 
menganal�s�s masalah yang d�hadap� 
dan kemud�an member�kan pemecahan 
atas masalah hukum tersebut.5  

Pendekatan masalah yang 
d�gunakan dalam penul�san 
tes�s �n� adalah menggunakan 
pendekatan perundang-undangan 
(statute approach) dan pendekatan 
konsep (conceptual approach).6 
Pendekatan perundang-undangan 
(statute approach) �n� d�lakukan 
dengan melakukan dan penelahaan 
mendalam terhadap peraturan 
perundang-undangan yang berka�tan 
dengan kasus �n�. Pendekatan konsep 
(conceptual approach) merupakan 
pendekatan yang d�dasarkan pada 
buku-buku ataupun l�teratur yang 
menjelaskan tentang hal-hal atau 

5 Peter Mahmud Marzuk�, Penelitian Hukum, 
Kencana Perdana Med�a, Surabaya, 2014, 
Hlm.60.

6   Ibid.,.Hlm.93.

konsep-konsep yang dapat membantu 
dalam menganal�s�s kasus �n�, sepert� 
Konsep perubahan data f�s�k tanah, 
konsep pendaftaran tanah, konsep hak 
atas tanah, serta konsep penatagunaan 
tanah. Pendekatan �n� d�lakukan guna 
mengant�s�pas� j�ka belum terdapatnya 
aturan dan untuk leb�h memudahkan 
dalam menyelesa�kan permasalahan 
dalam stud� kasus dalam penul�san 
�n�.

Melalu� latar belakang d� atas tad� 
dapat d�kemukakan rumusan masalah 
yang sekal�gus menjad� tujuan dalam 
makalah �n� ya�tu :
a.  Untuk mengkaj� dan menganal�s�s 

terka�t ak�bat hukum yang 
d�t�mbulkan terhadap hak atas 
tanah yang tanahnya mengalam� 
Perubahan Data F�s�k tanah 
sebaga� ak�bat dar� hal yang 
t�dak d�kehendak�nya.

 b.  Untuk mengkaj� dan menganal�s�s 
tentang prosedur dan upaya 
hukum pemer�ntah dalam 
mewujudkan asas kead�lan dan 
kepast�an hukum dalam hal 
menyusutnya luas tanah hak 
m�l�k seseorang ak�bat pengaruh 
alam.

III.   HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1   Akibat Hukum Terhadap 

Tanah Hak Milik yang 
Mengalami Perubahan Data 
Fisik Tanah
Berdasarkan pasal 33 ayat 

3 Undang-undang Dasar Negara 
Republ�k Indones�a Tahun 1945 
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(UUD NRI 1945) menjelaskan bahwa 
“Bum�, A�r, dan kekayaan alam yang 
terkandung d� dalamnya d�kuasa� 
oleh Negara dan d�pergunakan untuk 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” 
maka dar� �tu tanah sudah seharusnya 
d�pergunakan atau d�manfaatkan 
semaks�mal mungk�n.  Hak m�l�k atas 
tanah sebaga� salah satu jen�s hak atas 
tanah yang pal�ng unggul bag� Negara, 
Bangsa, dan Rakyat Indones�a sebaga� 
masyarakat agrar�a yang sedang 
membangun ke arah perkembangan 
�ndustr� dan b�dang la�nnya. Besar 
harapan masyarakat dengan mem�l�k� 
hak terunggul tersebut maka masyarakat 
dapat melakukan suatu keg�atan yang 
berguna untuk keh�dupannya.

Hak m�l�k merupakan sumber 
keh�dupan, oleh karena �tu untuk dapat 
memenuh� kebutuhan h�dup, harta 
benda tertentu harus d�m�l�k�, karena 
bag� manus�a, ada barang tertentu 
yang merupakan the natural media 
on which human existence depends.7 
Roscoe Pound, mengungkapkan 
doktr�n tentang pem�l�kan dalam art� 
yang luas, mel�put� pula m�l�k yang 
tak berwujud (incorporeal property) 
dan ajaran yang tumbuh berkembang 
mengena� perl�ndungan bag� hubungan 
ekonom� yang menguntungkan, 
member�kan efek kepada kebutuhan 
dan perm�ntaan masyarakat. Dalam 
tataran masyarakat trad�s�onal hanya 
7 Roscoe Pound, An  Introduction to the 

Philosophy , Yele Un�vers�ty Press, New 
Haven, New York,1954, Hlm.117.; L�hat pula 
C.F.G Sunarjat� Hartono, Beberapa Pemikiran 
Kearah Pembaruan Hukum Tanah ,Alumn�, 
Bandung, 1978, hlm.52.

d�aku� barang kepunyaan (natural 
possession, bezit), yang kemud�an 
dalam perkembangan menjad� hak 
m�l�k dalam art� yur�d�s.8

Hak m�l�k atas tanah dapat 
lah�r atau terjad� melalu� t�ga cara 
sebaga�mana d�sebutkan dalam pasal 
22 UUPA ya�tu hak m�l�k atas tanah 
yang lah�r menurut hukum adat, 
penetapan pemer�ntah, dan ketentuan 
undang-undang. J�ka hak m�l�k yang 
lah�r dar� perspekt�f hukum adat 
maka maksudnya �alah hak m�l�k 
atas tanah tersebut terjad� dengan 
jalan pembukaan tanah (pembukaan 
hutan) atau terjad� karena t�mbulnya 
l�dah tanah (aanslibbing), dengan 
pembukaan tanah d�lakukan secara 
bersama-sama dengan masyarakat 
hukum adat yang d�p�mp�n oleh ketua 
adat melalu� t�ga s�stem penggarapan 
ya�tu, matok sirah matok galeng, 
matok sirah gilir galeng, dan s�stem 
bluburan. Sedangkan yang d�maksud 
dengan l�dah tanah (aanslibbing) 
adalah pertumbuhan tanah d� tep� 
sunga�, danau, atau laut, tanah yang 
tumbuh dem�k�an �tu d�anggap menjad� 
kepunyaan orang yang mem�l�k� tanah 
yang berbatasan, karena b�asanya 
pertumbuhan tersebut sed�k�t banyak 
terjad� karena usahanya.9 

Seb�dang tanah dapat saja berubah 
luas maupun bentuknya bukan hanya 
karena perbuatan subyek-subyek yang 

8 Ibid., hlm.53.
9 Boed� Harsono, Hukum Agraria Indonesia 

Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok 
Agraria, isi, dan Pelaksanaannya, Djambatan, 
Jakarta, 2003, hlm.44.
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t�dak bertanggung jawab, mela�nkan 
dapat terjad� ak�bat perubahan keadaan 
alam �tu send�r�, t�dak hanya dapat 
berdampak terjad�nya perubahan data 
f�s�k pada tanah, hal �n� juga dapat 
berdampak bertambah atau munculnya 
l�dah tanah (aanslibbing) sepert� 
d�karenakan surutnya a�r laut atau 
sunga� seh�ngga men�nggalkan lumpur 
yang mengeras dan menjad� tanah baru 
pada daerah p�ngg�r panta� atau sunga�, 
sela�n munculnya tanah, dan juga 
terjad� pengurangan atau lenyapnya 
tanah sepert� halnya terjad�nya suatu 
pengurangan luas tanah atau perubahan 
data f�s�k terhadap luas tanah.

Perubahan data f�s�k terhadap luas 
tanah �n� juga dapat terjad� pada tanah 
apapun dan m�l�k s�apa pun, adapun 
beberapa faktor penyebab terjad�nya 
perubahan data f�s�k terhadap luas tanah 
dapat terjad� d�karenakan oleh hal-hal 
sepert� d�lakukannya pengamb�lal�han 
lahan oleh pemer�ntah yang akan 
d�pergunakan untuk pembangunan 
dem� kepent�ngan umum, dengan 
beg�tu seorang pemegang hak atas 
tanah harus rela melepas sebag�an 
atau seluruhnya hak atas tanahnya 
dengan d��kut� suatu bentuk gant� 
kerug�an oleh p�hak pemer�ntah 
dengan perh�tungan dan perband�ngan 
yang sesua� dan layak dengan berdasar 
sebaga�mana d�atur pada sebuah asas 
hukum Aequum Pretium atau Iustum 
Pretium yang art�nya suatu harga 
haruslah layak.10 

10  I Ketut Artad�,[et.al], Implementasi Ketentuan-
ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam 
Perancangan Kontrak, Udayana Un�vers�ty 
Press, Denpasar, 2010, hlm.175.

Kemud�an terka�t dengan 
pelepasan hak atas tanah juga harus 
d�lakukan dengan berdasarkan pada 
fungs� sos�al pada tanah, bahkan pada 
tanah hak m�l�k sekal�pun. Berkenaan 
dengan fungs� sos�al pada hak atas 
tanah, Boed� Harsono menjelaskan 
bahwa dalam penggunaan tanah �tu 
harus mengutamakan kepent�ngan 
umum dar�pada kepent�ngan �nd�v�du. 
In� bukan berart� kepent�ngan 
�nd�v�du dapat d�aba�kan beg�tu saja. 
J�ka kepent�ngan umum mendesak 
suatu kepent�ngan �nd�v�du yang 
mengak�batkan kepent�ngan �nd�v�du 
tersebut mender�ta kerug�an, maka 
dengan dem�k�an harus d�ber�kan suatu 
kompensas� ataupun gant� kerug�an 
atas tanah haknya tersebut.11 Sela�n 
perubahan data f�s�k karena faktor 
d�atas tad�, juga dapat terjad� suatu 
perubahan data f�s�k terhadap luas 
tanah yang d�luar ke�ng�nan dan d�luar 
dugaan pemegang hak atas tanah, 
m�salnya suatu tanah yang terletak 
d� tep� sunga�, tep� panta� atau laut, 
yang d�ak�batkan eros� p�ngg�r sunga� 
maupun abras� a�r laut, beberapa 
faktor-faktor perubahan data f�s�k 
terhadap luas tanah tersebut secara 
langsung member� rasa takut dan 
resah terhadap pemegang hak m�l�k 
atas tanah tersebut, karena dengan 
perubahan data f�s�k terhadap luas 
tanahnya tersebut maka dengan beg�tu 
tanahnya t�dak dapat d�manfaatkan 
secara maks�mal.

11 Boed� Harsono, Op.cit.,hlm.191.
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Sebaga�mana yang d�tel�t� dar� 
kasus dalam tes�s �n�, ya�tu seb�dang 
tanah Hak M�l�k yang terletak d� Jalan 
Dahl�a, Desa Dalung, Banjar Tuka, 
Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten 
Badung, Prov�ns� Bal�. Tanah tersebut 
mem�l�k� luas tanah 1000 m2, pada 
salah satu s�s� perbatasan tanah 
tersebut �alah berbatasan dengan 
sebuah sunga� kec�l yang juga ser�ng 
d�jad�kan tempat pengal�ran akh�r pada 
s�stem penga�ran sawah d� sek�tarnya, 
tanah tersebut mem�l�k� gambar denah 
serta patok batas tanah yang jelas 
pada fakta d� lapangan terka�t batas-
batas tanah yang jelas tersebut, tanah 
�n� pun mem�l�k� suatu permasalahan 
yakn� ket�ka pemegang hak m�l�k 
atas tanah tersebut �ng�n mend�r�kan 
sebuah bangunan sem� permanen 
d�atas tanahnya  tersebut. Ket�ka akan 
mend�r�kan bangunan, pemegang hak 
m�l�k atas tanah tersebut mendapat 
teguran dan larangan mend�r�kan 
bangunan d�atas tanah m�l�knya send�r� 
oleh petugas Satuan Pol�s� Pamong 
Praja Daerah Kabupaten Badung. 
Adapun alasan teguran dan larangan 
tersebut adalah d� karenakan lokas� 
untuk mend�r�kan bangunan tersebut 
seharusnya d�peruntukkan sebaga� 
sempadan sunga� yang harus bebas 
dar� bangunan apapun/d�kosongkan. 
J�ka secara yur�d�s, pemegang hak 
m�l�k atas tanah tersebut mend�r�kan 
bangunan yang mas�h dalam batas 
w�layah tanah kepem�l�kannya send�r�, 
karena  pemegang hak m�l�k atas tanah 
tersebut mend�r�kan bangunan mas�h 

berada d� dalam batas patok tanah 
kepem�l�kannya send�r�.

Setelah d�lakukan penel�t�an 
terhadap data-data terka�t objek 
penel�t�an, ternyata dahulu memang 
terdapat jarak antara sunga� dengan 
tanah hak m�l�k tersebut (atau yang 
b�asa d�sebut sempadan sunga�), namun 
saat �n� sempadan sunga� tersebut telah 
lenyap ak�bat tergerus a�r sunga� h�ngga 
mengena� sebag�an luas tanah m�l�k 
warga tersebut, hal �n� mengak�batkan 
luas tanah yang d�m�l�k� warga tersebut 
menjad� menyusut/berkurang luasnya. 
Maka �n� pun menjad� permasalahan 
yang juga menjad� suatu bahan 
kaj�an terhadap peraturan perundang-
undangan yang terka�t untuk dapat 
membukt�kan tentang kekuatan dar� 
hak m�l�k atas tanah tersebut, dan 
tentunya penyelesa�an masalah �n� 
tak luput dar� peran p�hak pemer�ntah 
yang mem�l�k� kewenangan d� b�dang 
�n�, sepert� Kementer�an Agrar�a dan 
Tata Ruang melalu� Badan Pertanahan 
Nas�onal dan Kantor Pertanahan 
Kabupaten/Kota setempat.

Untuk dapat mengetahu� 
pengert�an dar� perubahan data f�s�k 
pada tanah, dapat merujuk kepada 
bag�an penjelasan pasal 36 ayat (1) 
PP 24/1997 �n� menjelaskan bahwa 
perubahan data f�s�k terjad� kalau 
d�adakan pem�sahan, pemecahan, atau 
penggabungan b�dang-b�dang tanah 
yang sudah d�daftar, dan perubahan data 
yur�d�s terjad� m�salnya kalau d�adakan 
pembebanan atau pem�ndahan hak atas 
b�dang tanah yang sudah d�daftarkan. 
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J�ka d�l�hat secara keseluruhan, 
maka yang d�atur dalam pasal 36 ayat 
(1) dan (2) PP 24/1997 tersebut �alah 
tentang perubahan data f�s�k dan yur�d�s 
dengan kr�ter�a yang d�maksud dalam 
penjelasannya, dan juga mengatur 
terka�t kewaj�ban pemegang hak atas 
tanah untuk segera mendaftarkan segala 
perubahan data f�s�k ataupun yur�d�s 
yang d�lakukan pada b�dang tanah 
yang d�m�l�k�nya. Perlu d�lakukan 
suatu pendalaman dan penafs�ran 
hukum terka�t kejelasan per�st�wa dan 
solus� dar� terjad�nya perubahan data 
f�s�k terhadap luas tanah �n� dalam 
hal untuk mencapa� dan mewujudkan 
asas kepast�an hukum dalam hukum 
agrar�a pada umumnya dan tujuan 
dalam keg�atan pendaftaran tanah 
pada khususnya. Sehubungan dengan 
telah d�lakukannya pengkaj�an dalam 
konsep hukum tentang perubahan 
data f�s�k terhadap luas tanah �n� perlu 
d�anal�s�s dan dalam hal �n� t�dak dapat 
d�p�sahkan dar� konsep hukum terka�t 
peran pemer�ntah dalam hal terjad�nya 
suatu perubahan data f�s�k terhadap 
luas tanah.

Set�ap tanah yang telah 
d�daftarkan hak atas tanahnya tentu 
mem�l�k� luas tanahnya mas�ng-
mas�ng, salah satu alasan d�lakukannya 
pendaftaran hak atas tanah �n� �alah untuk 
mendapatkan rasa kepast�an hukum 
terhadap pem�l�k atau pemegang hak 
atas tanah sebaga�mana yang d�janj�kan 
dan d�c�ta-c�takan oleh UUPA maupun 
peraturan turunannya ya�tu PP 24/1997 
tersebut. Hal �n� akan menjad� sul�t 

d�lakukan d�karenakan pertumbuhan 
dan perubahan kebutuhan terhadap 
tanah d� masyarakat saat �n� yang 
t�dak d��kut� dengan perkembangan 
peraturan perundang-undangan yang 
mampu untuk menc�ptakan suatu 
pengaturan yang dapat member� rasa 
aman dan berkepast�an hukum pula.

Terka�t mas�h belum adanya 
pembaharuan peraturan perundang-
undangan tentang tanah d� Indones�a, 
maka dengan terjad� suatu keadaan 
sepert�  kasus �n�, j�ka merujuk pada 
peraturan yang ada, ya�tu pasal 27 
huruf b UUPA menjelaskan bahwa 
sebuah tanah d�nyatakan hapus 
hak m�l�knya ket�ka tanah tersebut 
musnah. Makna “tanahnya musnah” 
�n� men�mbulkan suatu mult�tafs�r 
d� kalangan masyarakat. Hal �n� pun 
menjad� sebuah pengert�an yang kabur 
pula dalam UUPA, sebaga�mana 
yang d�maksud dengan pengert�an 
yang kabur adalah tentang sebuah 
pengert�an dapat d�katakan bahwa 
sebuah pengert�an �tu mem�l�k� �nt� 
yang kurang jelas, yang l�ngkupnya 
dapat d�tentukan secara pers�s, tetap� 
bahwa d� sekel�l�ngnya terdapat batas 
yang t�dak jelas yang l�ngkupnya t�dak 
dapat d�tetapkan secara pers�s.12 

Hal �n� juga terjad� karena t�dak 
d�ber�nya suatu penjelasan atas pasal 
�n� terka�t ukuran atau batasan-batasan 
dar� �st�lah musnah yang d�gunakan 
dalam pasal tersebut terka�t b�lamana 

12 JJ.H.Brugg�nk d�terjemahkan oleh B.Ar�ef 
S�dharta, Refleksi Tentang Hukum Pengertian-
Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum ,PT. 
C�tra Ad�tya Bakt�, Bandung, 2015, hlm.61.
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tanah tersebut d�katakan musnah dan 
dapat mengak�batkan hapusnya hak 
m�l�k atas tanahnya tersebut. Namun 
berdasar pada kasus �n�, pemer�ntah 
juga mem�l�k� kepent�ngan untuk 
membuat suatu sempadan sunga� 
yang member� ak�bat untuk harus 
d�pergunakannya sebag�an luas 
tanah warga tersebut untuk d�jad�kan 
sempadan sunga�. Maka untuk kasus 
�n� t�dak dapat d�l�hat dar� satu s�s� 
peraturan perundang-undangan saja, 
namun harus mel�hat kepada beberapa 
peraturan perundang-undangan 
la�nnya yang berka�tan dengan kasus 
�n�. Tugas pent�ng bag� hak�m dalam 
penemuan hukum guna menentukan 
per�st�wa-per�st�wa apa yang mas�h 
termasuk dalam pengert�an-pengert�an 
yang d�tetapkan dalam undang-
undang dan yang mana t�dak juga 
d� s�n� jelas kejad�an-kejad�an yang 
secara t�dak bermakna ganda termasuk 
dalam �nt� dar� pengert�an �tu.13 Dalam 
hal norma kosong dan norma yang 
kabur, solus�nya d�lakukan oleh hak�m 
melalu� metode penafs�ran hukum 
(penafs�ran tata Bahasa, penafs�ran 
s�stemat�s, penafs�ran sejarah hukum, 
penafs�ran teleog� atau sos�olog�s) 
atau melalu� konstruks� hukum 
(analog�, argumentum a contrario, 
rechtverifijning atau penghalusan 
hukum).14

Namun dalam hal menganal�s�s 
kasus �n�, t�dak cukup hanya dengan 

13 Ibid., hlm.63.
14 I Dewa Gede Atmadja, Pengantar Penalaran 

Hukum dan Argumentasi Hukum, Bal� Aga, 
Denpasar, 2009, hlm.35.

mel�hat pada satu �nstrument peraturan 
perundang-undangan saja, mela�nkan 
dapat mel�hat kepada �nstrument 
peraturan perundang-undangan 
la�nnya yang berka�tan dengan kasus 
�n�, sepert� dengan mel�hat pada aspek 
penatagunaan tanahnya, maksudnya 
adalah sesua� pada pasal 1 Peraturan 
Pemer�ntah Nomor 16 Tahun 2004 
tentang Penatagunaan Tanah (PP 
16/2004)  menjelaskan bahwa, 
penatagunaan tanah �alah sama dengan 
pola pengelolaan tata guna tanah yang 
mel�put� penguasaan, penggunaan, 
dan pemanfaatan tanah yang berwujud 
konsol�das� pemanfaatan tanah melalu� 
pengaturan kelembagaan yang terka�t 
dengan pemanfaatan tanah sebaga� satu 
kesatuan system untuk kepent�ngan 
masyarakat secara ad�l. Dan juga aspek 
penatagunaan tanah la�nnya dapat 
d�l�hat dalam pasal 2 PP 16/2004, 
menjelaskan bahwa penatagunaan 
tanah berdasarkan keterpaduan, 
berdayaguna, dan berhas�lguna, seras�, 
selaras, se�mbang, berkelanjutan, 
keterbukaan, persamaan, kead�lan dan 
perl�ndungan hukum. 

Dalam pasal 2 PP 16/2004 dapat 
d�l�hat bahwa salah satu tujuan dar� 
penatagunaan tanah �alah agar dapat 
terc�ptanya suatu kese�mbangan dan 
keselarasan antara alam dan manus�a. 
Maka dengan �tu penatagunaan tanah 
yang akan d�lakukan oleh pemer�ntah 
Kabupaten Badung terhadap tanah 
Hak M�l�k salah seorang warga d� sana 
�alah untuk d�buatkan suatu sempadan 
sunga�, dengan berdasar pada Rencana 
Tata Ruang W�layah yang ada.
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Dengan d�pertegasnya 
peruntukan sebag�an luas tanah 
tersebut sebaga� sempadan sunga� 
sesua� dengan Rencana Tata Ruang 
W�layah setempat dan juga sesua� 
dengan penatagunaan tanah, maka 
pemegang hak m�l�k atas tanah tersebut 
akan tetap mem�l�k� tanahnya dengan 
status hak m�l�k tersebut, tetap� pem�l�k 
tanah tersebut harus menghormat� serta 
melaksanakan fungs� sos�al dar� tanah 
tersebut dan Rencana Tata Ruang 
W�layah tersebut untuk menggunakan 
sebag�an luas tanahnya yang termasuk 
dalam jarak sempadan tersebut agar 
dapat d�pergunakan sebaga�mana 
peruntukannya sebaga� sempadan 
sunga�. 

Adapun cara la�n yang dapat 
d�lakukan �alah pemegang hak m�l�k 
atas tanah tersebut dalam melakukan 
pelepasan hak atas tanah terhadap 
sebag�an luas tanah hak m�l�knya agar 
menjad� Tanah Negara yang d��kut� 
dengan d�ber�kannya suatu bentuk dan 
besaran gant� kerug�an oleh negara atas 
tanah hak m�l�k yang telah d�lepasnya 
melalu� musyawarah yang d�lakukan 
oleh para p�hak ya�tu P�hak Pemegang 
hak m�l�k dan p�hak pemer�ntah 
setempat, hal �n� d�lakukan agar 
negara dapat mempergunakan tanah 
yang d�lepas haknya tersebut menjad� 
sempadan sunga� dan pemegang hak 
m�l�k atas tanah sebelumnya juga 
mendapat gant� kerug�an yang layak. 

3.2  Langkah Hukum Yang Dapat 
Dilakukan Dalam Hal 
Menyusutnya 

         Luas Tanah Hak Milik Akibat 
Pengaruh Alam
Pendaftaran tanah �alah suatu 

keg�atan yang d�anggap dapat 
menjam�n kepast�an dan kekuatan 
hukum atas suatu hak atas tanah 
yang d�m�l�k�, namun suatu keg�atan 
pendaftaran tanah tersebut t�dak 
selamanya menjad� suatu langkah yang 
efekt�f dalam hal menjam�n kepast�an 
hukum terhadap kepem�l�kan suatu hak 
atas tanah, karena suatu pendaftaran 
hak atas tanah dengan t�dak d��kut� 
dengan adanya keg�atan pemel�haraan 
data pendaftaran tanah akan menjad� 
suatu permasalahan ke depannya. 
Hal �n� d�sebabkan suatu keadaan 
tanah dapat berubah, ba�k perubahan 
f�s�k maupun secara yur�d�snya, 
seh�ngga sangatlah d�perlukan untuk 
d�lakukannya keg�atan pemel�haraan 
data pendaftaran tanah �n�.

Sebaga�mana d�atur dalam pasal 
1 angka 12 PP 24/1997, bahwa yang 
d�maksud dengan pemel�haraan data 
pendaftaran tanah adalah keg�atan 
pendaftaran tanah yang d�lakukan 
untuk menyesua�kan data f�s�k dan 
data yur�d�s dalam peta pendaftaran, 
daftar tanah, daftar nama, surat ukur, 
buku tanah, dan sert�p�kat dengan 
perubahan-perubahan yang terjad� 
kemud�an. 

Pemel�haraan data pendaftaran 
tanah �n� d�lakukan apab�la terjad� 
perubahan pada data f�s�k atau data 
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yur�d�s objek pendaftaran tanah yang 
telah terdaftar. Pemegang hak yang 
bersangkutan waj�b mendaftarkan 
perubahan data f�s�k atau data yur�d�s 
tersebut kepada Kantor Pertanahan 
Kabupaten/Kota setempat untuk 
d�catat dalam buku tanah.15 

Sebaga�mana yang terjad� pada 
kasus �n�, Lenyapnya sempadan 
sunga� yang d�ak�batkan faktor alam 
eros� �n� menyebabkan t�dak adanya 
suatu kepast�an hukum terhadap hak 
atas tanah akan d� manfaatkan oleh 
pem�l�knya, dan hal �n� menjad� suatu 
polem�k dalam hal t�dak jelasnya status 
hak atas tanah yang d�m�l�k� warga 
tersebut ak�bat perubahan data f�s�k 
terhadap luas tanah tersebut.

J�ka mel�hat pada  kasus d�atas 
tad�, hal �n� memang terjad� suatu 
perbedaan luas tanah pada surat ukur 
dan sert�p�kat dengan luas tanah pada 
faktualnya, hal �n� terjad� perubahan 
dalam bentuk menyusutnya luas 
tanah hak m�l�k yang tertera pada 
sert�p�kat ya�tu 1000 m2 yang menjad� 
berkurang dar� luas tanah semest�nya 
tersebut. Namun perbedaan luas tanah 
pada sert�p�kat dengan pada luas 
tanah faktualnya �n� terjad� bukanlah 
karena kesalahan adm�n�stras� 
kantor pertanahan ataupun tekn�s 
pengukurannya, namun �n� terjad� 
karena suatu faktor pengaruh alam 
ya�tu tergerusnya sempadan sunga� 
h�ngga tanah hak m�l�k warga ak�bat 
deb�t a�r sunga� yang men�ngkat.

15  Ur�p Santoso (Selanjutnya Ur�p Santoso I), 
Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, 
Kencana Predana Med�a Group, Surabaya, 
2010, hlm.35.

Dengan mel�hat permasalahan 
dalam  kasus �n�, maka hal �n� membuat 
terc�ptanya ket�dakpast�an dalam 
terwujudnya s�fat unggul pada hak 
m�l�k atas tanah ya�tu yang bers�fat 
“terkuat dan terpenuh”. Yang mana 
s�fat keunggulan hak m�l�k atas tanah 
�n� d�aku� dan d�atur menurut undang-
undang, tentunya hal �n� harus mendapat 
langkah penyelesa�an dengan cara yang 
ba�k seh�ngga dapat menc�ptakan rasa 
ad�l dan aman bag� seluruh p�hak, ba�k 
�tu dar� p�hak pem�l�k hak atas tanah 
maupun p�hak pemer�ntah setempat 
yang dalam hal �n� bertugas untuk 
menjaga dan menegakkan pelaksanaan 
dan pembangunan tata ruang w�layah 
setempat.

Dalam kasus �n�, menjad� suatu 
permasalahan yang menar�k untuk 
d�anal�s�s. Dalam  hal �n� para p�hak 
(pem�l�k hak atas tanah dan pemer�ntah 
yang berwenang) sama-sama 
merasa mem�l�k� kepent�ngan dalam 
menggunakan tanah tersebut. D� satu 
s�s�, p�hak pemegang hak m�l�k atas 
tanah merasa berhak menggunakan 
tanahnya tersebut. D� s�s� la�n, pada 
p�hak pemer�ntah setempat juga 
merasa harus melaksanakan ketentuan 
pembangunan dan tata ruang w�layah 
setempat. Kedua belah p�hak sama-sama 
merasa berwenang untuk menggunakan 
tanah yang sama, seh�ngga hal �n� 
dapat mem�cu terjad�nya sengketa. Sr� 
Hajat� berpendapat bahwa sengketa 
merupakan kelanjutan dar� adanya 
suatu masalah, sebuah masalah 
akan menjad� sengketa b�la masalah 
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tersebut t�dak d�selesa�kan. Sepanjang 
para p�hak dapat menyelesa�kan 
masalahnya dengan ba�k , maka 
sengketa t�dak akan terjad�. Beg�tu 
pula sebal�knya, j�ka suatu kesepakatan 
mengena� pemecahan masalah t�dak 
dapat tercapa�, maka akan t�mbul 
sengketa.16

Dalam hal keg�atan pemel�haraan 
data pendaftaran tanah �n�, j�ka 
mel�hat pengaturan dalam PP 24/1997 
mengatur secara ters�rat bahwa suatu 
bentuk perubahan data yur�d�s ataupun 
data f�s�k yang terjad� pada b�dang 
tanah harus segera d�laporkan dan 
d�sampa�kan untuk d� data kembal�/
pembaharuan data tanah ke kantor 
pertanahan kabupaten kota setempat, 
agar dapat d� perbaharu� dan d�catatkan 
pada buku tanah. Buku tanah adalah 
dokumen dalam bentuk daftar yang 
memuat data yur�d�s dan data f�s�k 
suatu objek pendaftaran tanah yang 
sudah ada haknya.17

Berka�tan dengan ak�bat hukum 
yang dapat d�t�mbulkan dar� Perubahan 
Data F�s�k tanah sebag�an tad�, langkah 
hukum yang dapat d�lakukan sebaga� 
upaya prevent�f agar t�dak keh�langan 
hak atas tanah la�nnya juga dapat 
d�lakukan. Adapun langkah hukum 
yang dapat d�lakukan dalam hal �n� 
ya�tu dengan melakukan keg�atan 
16 Sr� Hajat�,“Model Penyelesaian Sengketa 

Pertanahan Melalui Mediasi Dalam 
Mewujudkan Penyelesaian Yang Efesiensi Dan 
Berkepastian Hukum”  Penel�t�an Unggulan 
Perguruan T�ngg� Sumber B�aya Bantuan 
Operas�onal Perguruan T�ngg� Neger� Fakultas 
Hukum Un�vers�tas A�rlangga, Surabaya, 1 
Nopember 2013, hlm.23.

17 Ur�p Santoso I, Op.cit., hlm.35.

pemel�haraan data pendaftaran tanah. 
Sebaga�mana d�atur dalam pasal 

1 angka 12 PP 24/1997, bahwa yang 
d�maksud dengan pemel�haraan data 
pendaftaran tanah adalah keg�atan 
pendaftaran tanah yang d�lakukan 
untuk menyesua�kan data f�s�k dan 
data yur�d�s dalam peta pendaftaran, 
daftar tanah, daftar nama, surat ukur, 
buku tanah, dan sert�p�kat dengan 
perubahan-perubahan yang terjad� 
kemud�an. 

Pemel�haraan data pendaftaran 
tanah �n� d�lakukan apab�la terjad� 
perubahan pada data f�s�k atau data 
yur�d�s objek pendaftaran tanah yang 
telah terdaftar. Pemegang hak yang 
bersangkutan waj�b mendaftarkan 
perubahan data f�s�k atau data yur�d�s 
tersebut kepada Kantor Pertanahan 
Kabupaten/Kota setempat untuk d�catat 
dalam buku tanah.18  Melalu� keg�atan 
pemel�haraan data pendaftaran 
tanah �n� d�harapkan terus terjad�nya 
pembaharuan kond�s� tanah terk�n� 
agar mudah untuk d� data. Namun 
dalam hal �n� melakukan keg�atan 
pemel�haraan data pendaftaran tanah 
saja belum cukup untuk menyelesa�kan 
permasalahan dalam stud� kasus �n�.

Setelah d�lakukannya 
pemel�haraan data pendaftaran tanah 
dan mel�hat kembal� pada aspek 
penatagunaan tanahnya, sesua� pada 
pasal 1 Peraturan Pemer�ntah Nomor 
16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan 
Tanah (PP 16/2004)  menjelaskan 
bahwa, penatagunaan tanah �alah 

18 Ibid.
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sama dengan pola pengelolaan tata 
guna tanah yang mel�put� penguasaan, 
penggunaan, dan pemanfaatan 
tanah yang berwujud konsol�das� 
pemanfaatan tanah melalu� pengaturan 
kelembagaan yang terka�t dengan 
pemanfaatan tanah sebaga� satu 
kesatuan system untuk kepent�ngan 
masyarakat secara ad�l. 

Aspek penatagunaan tanah 
la�nnya dapat d�l�hat dalam pasal 
2 PP 16/2004, menjelaskan bahwa 
penatagunaan tanah berdasarkan 
keterpaduan, berdayaguna, dan 
berhas�lguna, seras�, selaras, 
se�mbang, berkelanjutan, keterbukaan, 
persamaan, kead�lan dan perl�ndungan 
hukum. Dengan berdasar pada 
pengaturan �n� dan dengan mel�hat 
kond�s� f�s�k dan lokas� tanah yang 
d�peruntukkan sebaga� sempadan 
sunga� dalam konteks penatagunaan 
tanahnya tersebut, maka sebag�an 
luas tanah dar� tanah hak m�l�k warga 
tersebut haruslah d�pergunakan 
sebaga� sempadan sunga�, atau dapat 
juga d�lakukan langkah pelepasan 
sebag�an luas tanah hak m�l�k warga 
tersebut, agar menjad� tanah negara 
dan pemer�ntah setempat dapat 
memanfaatkan tanah negara tersebut 
untuk d�jad�kan sempadan sunga�, 
namun keg�atan pelepasan hak pada 
sebag�an luas tanah hak m�l�k tersebut 
juga d��kut� oleh keg�atan gant� 
kerug�an oleh pemer�ntah juga.

Maka dengan �tu, suatu keg�atan 
untuk melakukan gant� kerug�an atas 
tanah tersebut d�rasa mampu untuk 

menyelesa�kan permasalahan �n�. 
Dalam pasal 65 PERPRES 71/2012 �n� 
menyatakan bahwa pen�la� bertugas 
untuk melakukan pen�la�an besarnya 
gant� kerug�an b�dang per b�dang 
tanah, mel�put� tanah, ruang atas tanah 
dan bawah tanah, bangunan, tanaman, 
benda yang berka�tan dengan tanah, 
dan kerug�an la�n yang dapat d�n�la�. 
Seh�ngga melalu� pengaturan pasal 
tersebut dapat d�amb�l kes�mpulan 
bahwa tanah merupakan objek untuk 
dapat d�ber�kan gant� kerug�an dan 
dapat d�n�la� harganya. Beg�tu halnya 
dengan bentuk dar� gant� kerug�an 
yang dapat d�ber�kan, pada pasal 74 
dalam PERPRES 71/2012 menyatakan 
bahwa ;
(1)   Pember�an gant� kerug�an dapat 

d�ber�kan dalam bentuk;
 a.  uang;
 b.  tanah penggant�;
 c.  pemuk�man kembal�;
 d.  kepem�l�kan saham, atau;
 e.  bentuk la�n yang d�setuju� 

oleh kedua belah p�hak.
(2) Bentuk gant� kerug�an sebaga�-

mana d�maksud pada ayat (1), 
ba�k berd�r� send�r� maupun 
gabungan dar� beberapa bentuk 
gant� kerug�an, d�ber�kan sesua� 
dengan n�la� gant� kerug�an yang 
nom�nalnya sama dengan n�la� 
yang d�tetapkan oleh pen�la�.
Dengan d�tetapkannya aturan 

terka�t bentuk gant� kerug�an dalam 
PERPRES 71/2012 �n� member� 
kejelasan dan mempermudah dalam 
langkah untuk member� gant� kerug�an 



349

Magister Hukum Udayana
E-ISSN 2502-3101
P-ISSN 2302-528XJurnal

(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)
•  September 2017

http://ojs.unud.ac.�d/�ndex.php/jmhu
Vol. 6, No. 3 : 336 - 352

atas tanah tersebut. Beg�tu pula halnya 
terka�t tata cara dalam pember�an 
gant� kerug�an atas tanah d�atur pada 
pasal 68 dalam PERPRES 71/2012 
yang menjelaskan bahwa, pelaksana 
pengadaan tanah melaksanakan 
musyawarah dengan p�hak yang 
berhak dalam waktu pal�ng lama 30 
(t�ga puluh) har� sejak has�l pen�la�an 
dar� Pen�la� Pertanahan d�ter�ma oleh 
Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. 

Kemud�an Dalam pasal 69 
PERPRES 71/2012 mengatur 
bahwa Pelaksana Pengadaan Tanah 
mengundang para p�hak yang berhak 
dalam musyawarah penetapan gant� 
kerug�an dengan menetapkan tempat 
dan waktu pelaksanaan. Musyawarah 
�n� d�p�mp�n oleh ketua pelaksana 
pengadaan tanah atau pejabat yang 
d�tunjuk.  Pelaksanaan musyawarah �n� 
d�lakukan dengan meng�kutsertakan 
�nstans� yang memerlukan tanah. 
Musyawarah d�lakukan secara langsung 
untuk menetapkan bentuk gant� 
kerug�an berdasarkan has�l pen�la�an 
gant� kerug�annya. Kemud�an pada 
pasal 72 dalam PERPRES 71/2012 
menyatakan bahwa has�l kesepakatan 
dalam musyawarah menjad� dasar 
pember�an gant� kerug�an kepada 
p�hak yang berhak yang d�tuangkan 
dalam ber�ta acara kesepakatan.19

Dalam proses musyawarah 
terka�t pember�an bentuk dan/atau 
besaran gant� kerug�an tersebut dapat 

19 Ur�p Santoso (selanjutnya Ur�p Santoso II),  
Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan 
Umum, A�rlangga Un�vers�ty Press, Surabaya, 
2013, hlm.80.

mencapa� beberapa has�l d� akh�r antara 
la�n tercapa�nya atau t�dak tercapa�nya 
bentuk dan/atau besaran gant� kerug�an 
atas tanahnya tersebut. Dalam hal 
t�dak tercapa�nya kesepakatan terka�t 
bentuk dan/atau besarnya gant� 
kerug�an dalam musyawarah yang d� 
putuskan, maka, p�hak yang berhak 
dapat mengajukan keberatan kepada 
pengad�lan neger� setempat dalam 
kurun waktu pal�ng lama 14 har� kerja 
setelah d�tandatangan�nya ber�ta acara 
has�l musyawarah. Pengad�lan neger� 
memutus bentuk dan/atau besarnya 
gant� kerug�an dalam waktu pal�ng 
lama 30 har� kerja sejak d�ter�manya 
pengajuan keberatan tersebut. 
Kemud�an j�ka p�hak yang berhak mas�h 
t�dak puas dengan putusan pengad�lan 
neger�, maka dapat melakukan upaya 
hukum kasas� ke Mahkamah Agung.

IV.   KESIMPULAN
1. Dalam pasal 27 UUPA hanya 

mengatur tentang hapusnya 
hak m�l�k atas tanah yang 
salah satunya d�ak�batkan oleh 
musnahnya tanah, Namun 
aturan �n� t�dak menjad�kan hak 
m�l�k atas tanah sebaga�mana 
dalam kasus �n� menjad� hapus. 
Dengan d�t�njau dar� �nstrumen 
peraturan perundang-undangan 
la�nnya yang berka�tan dengan 
kasus �n� sepert� UUPR, PP 
16/2004, dan RTRW setempat, 
menjad�kan kejelasan status 
dan peruntukan tanah ya�tu 
dapat tetap menjad� tanah hak 



350

Magister Hukum Udayana
E-ISSN 2502-3101
P-ISSN 2302-528XJurnal

(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)
•  September 2017

http://ojs.unud.ac.�d/�ndex.php/jmhu
Vol. 6, No. 3 : 336 - 352

m�l�k atas warga tersebut, 
tetap� dengan memperhat�kan 
penggunaan tanah yang sesua� 
peruntukannya ya�tu untuk 
sempadan sunga�, atau dengan 
melepas sebag�an luas tanah 
menjad� tanah negara dan 
mendapat gant� kerug�an yang 
layak, agar tanah yang d�lepas 
tersebut dapat d�pergunakan 
sesua� dengan peruntukannya 
ya�tu untuk sempadan sunga�. 

2.  J�ka terjad�nya suatu perubahan 
data f�s�k terhadap luas tanah 
seluruhnya ataupun sebag�an, 
maka pemegang hak m�l�k 
dapat melakukan salah satu dar� 
keg�atan pendaftaran tanah ya�tu 
dengan melakukan pemel�haraan 
data pendaftaran tanah. Langkah 
hukum yang dapat d�lakukan 
terhadap luas tanah menyusut 
ak�bat tergerus a�r sunga� yang 
mengak�batkan perubahan 
data f�s�k tanah ya�tu dengan 
langkah mel�hat peraturan dan 
peruntukan dalam penggunaan 
tanah tersebut sebaga� sempadan 
sunga�, dan pemer�ntah dapat 
mengamb�l langkah member� 
suatu gant� kerug�an melalu� 
musyawarah antara pemegang 
hak m�l�k dengan pemer�ntah, 
karena dalam hal �n� pemer�ntah 
juga perlu menjalankan rencana 
tata ruang w�layah yang ba�k, 
sepert� membuat jarak/sempadan 
sunga�. 
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